














Penahanan adalah penemptana tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan Tersangka atau Terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama, maka Hukum Acara Pidana memberikan hak kepada Tersangka atau Terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan. Namun mengenai penangguhan penahanan ini juga tidak luput dari kekurangan dan sudah barang tentu dapat menimbulkan suatu permasalahan yang baru bagi masyarakat. Banyak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sosial ekonomi tinggi yang dengan dengan pusaran kekuasaan lebih banyak dikabulkan bila dibandingkan dengan permohonan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa orang-orang biasa, rakyat kecil, miskin, tidak mempunyai relasi dengan lingkaran kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut penting adanya suatu analisis terhadap proses penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana.
Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penangguhan penahanan secara yuridis diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Demikian pula halnya apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang, KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin melarikan diri. Terdapat persoalan yang muncul dalam pelaksanaan penangguhan penahanan yakni tidak objektifnya aparat penegak hukum dalam memberi kebijakan penangguhan penahanan, misalnya ada perkara yang berpotensi untuk ditangguhkan penahanannya tetapi tidak ditangguhkan atau sebaliknya. Upaya untuk mengatasi persoalan hukum dalam pelaksanaan penangguhan penahanan, yaitu tegakan keadilan oleh aparat penegak hukum tanpa pandang bulu, perbaiki instrumen hukum penangguhan penahanan di Indonesia, jalin hubungan baik antara advokat dengan aparat penegak hukum lainnya, harus ada kerjasama antara advokat dengan kliennya dan perkuat wawasan keilmuan aparat penegak hukum.





Detention is the arrest of a suspect or defendant in a certain place by an investigator or public prosecutor or judge by designation, in terms of and according to the manner stipulated in the law. In order to safeguard and avoid damaging the interests of the suspect or the accused due to detention that is likely to be carried out over a long period of time, the Criminal Procedure Code gives the suspect or defendant the right to file a suspension of detention. But the suspension of detention is also not immune from deficiencies and of course can cause a new problem for the community. Many detention suspension applications submitted by suspects or defendants of high socioeconomic status with the whirlpool of power were granted more than those petitioned by suspects or defendants of ordinary people, small people, poor people, not related to the circle of power. Based on this, it is important to have an analysis of the process of suspension of detention for suspects or defendants in criminal proceedings.
Specifications research in this thesis is done by analytic descriptive illustrates a problem that is then assessed and analyzed with the use of primary law, secondary law and tertiary legal materials. The method used in this research is normative juridical approach, ie testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach is used, the research was conducted in two phases, namely the study of literature and field research are merely supporting, data analysis used is the analysis of qualitative juridical, ie the data obtained, either in the form of secondary data and primary data were analyzed with without using statistical formulas.
The results of the study showed that the mechanism of judicial detention suspension was regulated in Article 31 of the Criminal Procedure Code. The suspension of detention can be carried out with or no collateral in the form of money or collateral, but the Criminal Procedure Code does not explain the amount of the security deposit if the suspension is carried out with a money guarantee. Likewise, if the suspension is carried out with guarantees of people, the Criminal Procedure Code also does not provide an explanation. Besides Article 31 of the Criminal Procedure Code also does not explain the legal consequences of the guarantor if the suspect or defendant he guarantees escapes. There are problems that arise in the implementation of the detention postponement that is the objectivity of law enforcement officials in providing a policy of detention suspension, for example there are cases that have the potential to be suspended but not suspended or vice versa. Efforts to overcome legal problems in the implementation of the detention suspension, namely standing up for justice by law enforcement officials indiscriminately, improving the legal instruments for detaining detention in Indonesia, establishing good relations between advocates and other law enforcement officials, there must be cooperation between advocates and their clients and strengthen insights law enforcement officers' knowledge.















Dalam Pasal 28 J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-semata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
Ketentuan Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945 tersebut jika ditafsirkan secara negatif mengandung arti, bahwa setiap pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilakukan tidak berdasarkan undang-undang dan bukan dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM).
Salah satu bentuk pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang adalah penahanan tersangka pelaku tindak pidana. Agar penahanan tersangka pelaku tindak pidana tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) mengatur secara ketat penahanan tersangka.
Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut Acara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dari pengertian tersebut diatas jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan Tersangka atau Terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam Pasal lain dalam KUHAP.
Penyidik berwenang melakukan penahanan kepada seorang tersangka. Kewenangan tersebut diberikan agar penyidik dapat melakukan pemeriksaan secara efektif dan efisien kepada tersangka dan sebagai tindakan untuk memenuhi prinsip hukum acara pidana yang mengatakan peradilan dilakukan secara sederhana, bebas dan biaya ringan. Ketentuan tentang penempatan tahanan menentukan bahwa sebelum ada Rutan maka penahanan dapat dilakukan di tempat tertentu misalnya kantor polisi, kejaksaan dan pengadilan.
Penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang, maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan asas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada Tersangka atau Terdakwa. Oleh karena itu segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi Pejabat yang melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP.
 Dalam Penjelasan Pasal 31 KUHAP dijelaskan bahwa penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan harus dimajukan oleh Tersangka atau Keluarganya ataupun dapat juga dimajukan oleh Penasehat Hukum Tersangka dengan suatu jaminan uang dan jaminan orang. Berdasarkan syarat yang telah ditentukan. 
Penyidik juga mempunyai dasar yang kuat diberikannya penangguhan penahanan kepada pemohon karena keyakinan dari Penyidik bahwa pemohon dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian yang disetujui antara Penyidik maupun Pemohon. Dan yang paling mendasar ialah indikator kekhawatiran yang paling utama agar Penyidik tidak merasa khawatir akan kesanggupan Pemohon dalam memenuhi persyaratan yang telah disepakati.
Dilihat dari perspektif hukum acara pidana, maka penahanan merupakan proses penegakan hukum biasa yang hanya dilakukan bila sangat terpaksa. Akan tetapi penahanan acapkali menimbulkan masalah. Banyak suara-suara miring mengenai penahanan tersangka atau terdakwa. Demikian pula hanya tentang penangguhan penahanan, maka pandangan atau persepsi terpusat telah terjadinya diskriminatif dalam hal penangguhan penahanan. Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sosial ekonomi tinggi yang dengan dengan pusaran kekuasaan lebih banyak dikabulkan bila dibandingkan dengan permohonan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa orang-orang biasa, rakyat kecil, miskin, tidak mempunyai relasi dengan lingkaran kekuasaan, kendati pun negara Indonesia sebagai negara the rule of law mengakui dan menganut Asas Equality Before The Law.
Berdasarkan hal tersebut penting adanya suatu analisis terhadap proses penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis yang berjudul: “Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Dalam Proses Perkara Pidana Dan Pelaksanaannya Dalam Praktek.”   

B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasikan permasalahnnya sebagai berikut:
1.	Bagaimana mekanisme penangguhan penahanan dalam prakteknya?
2.	Bagaimana persoalan yang muncul dalam pelaksanaan penangguhan penahanan?




Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang akan dianalisis dengan pendekatan sebagai berikut :
1.	Spesifikasi Penelitian
	Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (peundang-undangan) bahan hukum sekunder (buku-buku dan bahan kepustakaan) dan bahan tersier (ensiklopedia, kamus-kamus, black law distionary).
	Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, fokus penelitian ini adalah menggambarkan kajian hukum ketenagakerjaan dimana dapat dibedakan dalam 5 (lima) jenis penelitian yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in conreto, penelitian terhadap sistematika hukum serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.
2.	Metode Pendekatan
	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan data sekunder, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis dan menarik kesimpulan dari masalah yang digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.





A.	Mekanisme Penangguhan Penahanan Dalam Prakteknya
Berdasarkan Pasal 1 Butir 21 KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Kemudian mengenai definisi penahanan, Andi Hamzah berpendapat bahwa:​[1]​ 
“Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, di sini terdapat pertentangan dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Di sinilah letak keistimewaanya hukum acara pidana itu. Ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan seseorang karena dilakukan upaya paksa penahanan. Oleh karena itu, penahanan dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan.”

Penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dikarenakan kekhawatiran dari instansi yang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tersebut bahwa nantinya:
1.	Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri.
2.	Tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.
3.	Tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.
Pada bagian lain penjelasan KUHAP menegaskan bahwa KUHAP didasarkan pada falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi setiap pasal dan ayat di dalam KUHAP tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti asas presumption of innocence yang terletak di dalam ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang telah diganti terakhir dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 harus di tegakkan. Adapun maksud dari pada asas tersebut ialah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut bertujuan agar kepentingan orang yang disangka atau didakwa jangan sampai dirugikan karena belum tentu bersalah, maka KUHAP memberikan hak bagi tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada penyidik, penuntut umum dan hakim sesuai pada tingkat pemeriksaannya.​[2]​
Penangguhan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan. Pada penangguhan penahanan, seorang tahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan dari ruang tahanan (Rutan) setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa dan/atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin penangguhan penahanan. Sedangkan pembebasan penahanan dilakukan menurut ketentuan undang-undang.
Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan, misalnya karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan atau karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang ataupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan telah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan, atau bisa juga karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembebasan tahanan pun dilakukan tanpa syarat jaminan.
Salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dan pembebasan tahanan, terletak pada “syarat”. Faktor “syarat” ini merupakan “dasar” atau landasan pemberian penangguhan penahanan, sedang dalam tindakan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat, sehingga hal tadi tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan.​[3]​
Pasal 31 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan. Namun penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat tersebut dilanggar, maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut kembali ditahan. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, penangguhan penahanan terjadi: (a) karena permintaan tersangka atau terdakwa; (b) permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Demikian pula halnya apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang, KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka yang ia jamin melarikan diri. Oleh karena itu, pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap permohonan penangguhan penahanan serta dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan.
B.	Persoalan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Penangguhan Penahanan
Bagi masyarakat Indonesia, lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah-olah mereka dalam hutan rimba. Sebaliknya, bila penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk. Dalam konteks demikian masyarakat Indonesia masih dalam masyarakat yang “takut” pada (aparat penegak) hukum dan belum dapat dikatgorikan sebagai masyarakat yang “taat” pada hukum. Pada masyarakat yang takut pada hukum, masyarakat tidak akan tunduk pada hukum bila penegakan hukum lemah, inkonsisten dan tidak dapat dipercaya. Oleh karenanya penegakan hukum yang tegas dan berwibawa dalam kehidupan hukum masyarakat Indonesia sangat diperlukan.​[4]​
Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan dan Advokat. Diluar institusi tersebut masih ada, diantaranya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Problema dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia perlu untuk dipotret dan petakan. Tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar. Berikut adalah sejumlah problema penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia yang sebenarnya, telah banyak disampaikan oleh para ahli, pakar, birokrat diberbagai forum:​[5]​
1.	Problem pada pembuatan peraturan perundang-undangan
Problema Pada Pembuatan Peraturan Perundang-undangan tidak memberi perhatian yang cukup apakah aturan yang nantinya bisa dijalankan atau tidak. Pembuat Peraturan Perundang-undangan sadar maupun tidak telah mengambil asumsi aturan yang dibuat akan dengan sendirinya dapat berjalan.
Peraturan perundangundangan seringkali dibuat secara tidak realistis. Ini terjadi terhadap pembuatan Peraturan Perundanng-undangan yang merupakan pesanan elit politik, negara asing maupun Lembaga Keuangan Internasional. Disini Peraturan Perundang-undanngan dibuat sebagai komoditas.
2.	Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan
Masyarakat Indonesia terutama yang berada dikota-kota besar bila mereka berhadapan dengan proses hukum akan melakukan berbagai upaya agar tidak dikalahkan atau terhindar dari hukuman. Kenyatan ini mengindikasikan keadilan sebagai kemenangan, tidak heran bila semua upaya akan dilakukan, baik yang sah maupun yang tidak, semata-mata untuk mendapat kemenangan.
Tipologi masyarakat mencari kemenangan merupakan problem bagi penegakan hukum, terutama bila aparat penegak hukum kurang berintegritas dan rentan disuap, masyarakat pencari kemenangan akan memanfaatkan kekuasaan dan uang agar memperleh kemenangan atau terhindar dari hukuman. Tipologi masyarakat seperti ini tentunya berpengaruh secara signifikan terhadap lemahnya pengetahuan hukum.
3.	Uang yang mewarnai penegakan hukum
Disetiap lini penegakan hukum, aparat dan pendukung aparat penegak hukum, sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktek korupsi atau suap. Uang dapat berpengaruh pada saat polisi melakukan penyidikan perkara. Dengan uang, pasal sebagai dasar sangkaan dapat diubah-ubah sesuai dengan jumlah uang yang ditawarkan. Pada tingkat penuntutan, uang bisa berpengaruh terhadap diteruskan tidaknya penuntutan oleh penuntut umum. Apabila penuntutan diteruskan, uang dapat berpengaruh pada seberapa berat tuntutan yang akan dikenakan. 
Di intitusi peradilan dari peradilan yang terendah dan tertinggi, uang berpengaruh pada putusan yang akan diterbitkan oleh hakim. Uang dapat melepaskan atau membebaskan seorang terdakwa. Bila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan uang, hukuman bisa diatur agar serendah dan seringan mungkin. Bahkan dilembaga pemasyarakatan uang juga berpengaruh. Bagi mereka yang memiliki uang akan mendapatkan perlakuan baik dan manusiawi.
4.	Penegakan hukum yang diskriminatif
Penegakan hukum seolah hanya berpihak pada si kaya tetapi tidak pada si miskin. Bahwa hukum berpihak pada mereka yang memiliki jabatan dan koneksi dan pada pejabat hukum atau akses pada keadilan. Ini semua karena mentalitas aparat penegak hukum yang lebih melihat kedudukan seseorang di masyarakat atau status sosialnya dari pada apa yang diperbuat oleh orang yang menghadapi proses hukum.
Sejak dahulu kemiskinan sudah dikenal, kemiskinan merupakan yang selalu ada dimanapun kita berada. Namun, jika kita menengok kebelakang, kemiskinan tersebut terjadi akibat ketidakadilan yang terjadi. Penegakan hukum di negara kita saat ini malah membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Penegakan hukum di negeri ini masih sangat diskriminatif, keras dan tegas untuk rakyat kecil, tapi loyo dan bagai agar-agar untuk kalangan atas. Sungguh bertentangan dengan negeri yang katanya negara hukum, namun keadilan saja masih belum bisa dirasakan oleh semua lapisan dan elemen masyarakat. Keadilan hukum tidak berpihak untuk rakyat miskin, bahkan tidak jarang mereka menjadi korban penegakan hukum yang tidak adil. Keadilan hukum hanya menjadi milik orang-orang kaya, yang memiliki kekuatan dan akses politik dan ekonomi saja. Dalam kenyataannya, keadilan hukum sampai saat ini belum pernah tercapai, bahkan keterpurukan hukum di Indonesia semakin menjadi-jadi sehingga kepercayaan masyarakat juga semakin memburuk.
Saharusnya, penegakan hukum mampu melahirkan proses keadilan, namun nyatanya hukum di Indonesia saat ini hanya menguntungkan mereka yang adalah kelompok-kelompok menegah keatas dan kelompok-kelompok orang miskin salalu mendapat imbas dari ketidakadilan tersebut
C.	Upaya Untuk Mengatasi Persoalan Hukum Dalam Pelaksanaan Penangguhan Penahanan
Di kota-kota besar di Indonesia yang mempunyai perkembangan pesat di segala bidang yang berdampak maraknya berbagai aksi kejahatan yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat baik yang dilakukan oleh masyarakat yang golongan ekonominya tingkat bawah maupun masyarakat dengan golongan ekonomi menengah atas. Dengan kondisi yang demikian, polisi dituntut bekerja keras untuk melakukan tindakan pemberantasan. Berbekal kewenangan yang ada, maka polisi dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pihak yang dicurigai melakukan kejahatan.
Saat ini Indonesia sedang dalam kondisi carut-marut, kondisi krisis di berbagai bidang termasuk bidang hukum. Hukum yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata sebaliknya. Efektifitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang lazim disebut penjahat berkerah putih (white collar crime) sangat sulit untuk disentuh. Dalam hal ini memang diperlukan keberanian bagi masyarakat khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut.​[6]​
Hukum yang berlaku dalam masyarakat seperti ada pembedaan dalam kelas-kelas sosial. Bagi masyarakat dalam stratifikasi sosial keatas jelas mendapat perlakuan yang berbeda daripada masyarakat yang mempunyai stratifikasi sosial kebawah. Masyarakat yang dalam keluarganya mempunyai kedudukan atau jabatan lebih tinggi memiliki perlakuan yang istimewa atau kehormatan tersendiri daripada masyarakat yang berasal dari latar belakang keluarga kalangan biasa atau tidak mempunyai kedudukan atau jabatan posisi dalam masyarakat. Artinya disini kedudukan hukum yang berlaku terdapat sebuah indikasi bahwa perlakuan bagi pelanggar hukum dari aparat penegak hukum terjadi ketidakadilan. Hukum tajam kebawah dan hukum tumpul keatas, fenomena tersebut hampir terjadi di semua ranah penjuru tanah air di Indonesia.
Berangkat dari pemikiran bahwa tidak sedikit masyarakat, baik masyarakat terdidik maupun masyarakat tidak terdidik, bahkan masyarakat yang sehari-harinya menggeluti dunia hukum sekalipun khususnya di Indonesia, mereka yang masih terheran-heran ketika mereka memahami hukum adalah sebagai panglima untuk menjawab, memutuskan, ataupun menyelesaikan suatu perkara atau kasus, ternyata tidak sedikit peraturan-perundangan sebagai hukum tersebut menjadi mandul tidak melahirkan apa yang diharapkan masyarakat itu sendiri.​[7]​ Harapan masyarakat terhadap hukum jauh dari keadaan atau keinginan dalam penegakan hukum, hanya akan menambah sebuah kebimbangan di dalam masyarakat.
Hukum yang pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Maka dari itu sistem dari sebuah hukum harus berjalan layaknya sebuah rangkaian organ masyarakat harus saling melengkapi dan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam hukum yang berlaku. Paradigma yang memandang hukum sebagai suatu sistem telah mendominasi pemikiran sebagian terbesar kalangan hukum, baik para teoritisi maupun kalangan praktisinya sejak lahirnya negara modern pada abad ke-17 hingga saat ini, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan (order).​[8]​





Berdasarkan uraian yang telah dilakukan dalam permasalahan dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.	Mekanisme penangguhan penahanan secara yuridis diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Demikian pula halnya apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang, KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin melarikan diri. Sehingga dalam pelaksanaannya, pemberian penangguhan penahanan dengan jaminan uang, jumlah uang tergantung pada kesepakatan antara pihak instansi yang menahan dengan pemohon penangguhan penahanan, penasihat hukum atau keluarganya. Uang jaminan disimpan oleh instansi yang menahan, tidak diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana amanat UU. Sedangkan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, biasanya isteri atau anak yang menjadi penjamin. Penasihat hukum tidak pernah menjadi penjamin.
2.	Terdapat persoalan yang muncul dalam pelaksanaan penangguhan penahanan yakni tidak objektifnya aparat penegak hukum dalam memberi kebijakan penangguhan penahanan, misalnya ada perkara yang berpotensi untuk ditangguhkan penahanannya tetapi tidak ditangguhkan atau sebaliknya. Seperti ada kasus korupsi yang mempunyai efek besar bahwa tersangka/terdakwa akan menghilangkan alat bukti atau mengatur skenario perkara, diberikan penangguhan penahanan. Jika alasan pekerjaan untuk mengajukan penangguhan penahanan, sebenarnya tidak obyektif, karena bisa digantikan dengan pejabat sementara. Sebaliknya, untuk orang miskin yang merupakan tulang punggung keluarga, sehingga kalau tidak bekerja keluarganya tidak bisa makan, tetapi penangguhan penahanannya tidak dikabulkan.
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